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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Bioskop dalam menayangkan film mengandung lagu atau musik, tidak melakukan 

pelanggaran hak cipta. Hal ini dikarenakan adanya hak sinkronisasi yang telah 

diberikan oleh pemegang hak cipta atas lagu atau musik kepada produser film, yang 

dimana produser film dan pemegang hak cipta telah menyepakati perjanjian yang dibuat 

oleh mereka untuk memanfaatkan ciptaan lagu atau musik tersebut. Film yang 

diproduksi oleh Produser film merupakan satu kesatuan dengan lagu atau musik yang 

terkandung di dalamnya sehingga menghasilkan suatu ciptaan yang baru dan berdiri 

sendiri. 

2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 

2016, memang menyebabkan Pengusaha bioskop untuk membayar royalti atas hak 

cipta lagu atau musik, meskipun pembayaran royalti tersebut sudah dibayarkan oleh 

produser film yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti dari hak cipta lagu atau 

musik. Di dalam Pasal 1 angka 3 Keputusan LMKN Nomor:20160512B/LMKN-

Pleno/Tarif Royalti/2016 tentang Tarif Royalti untuk Bioskop, bahwa penetapan 

jumlah royalti didasarkan pada lumpsum sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus 

ribu rupiah) per layar per tahun, yang dimana dari kata “layar” pada Pasal tersebut 

mengartikan royalti tersebut tertuju pada royalti lagu atau musik yang ada pada film 

yang yang ditayangkan pada layar bioskop. Pembayaran royalti oleh bioskop dirasa 

tidak diperlukan, dikarenakan sudah dibayarkan oleh produser film kepada pemegang 

hak cipta melalui kesepakatan mereka berdua yang mengizinkan dan memberikan hak 

sinkronisasi kepada produser film. 

5.2. Saran 

Pemerintah serta pihak terkait diharapkan untuk melakukan perubahan terhadap Keputusan 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016, agar tidak 

menimbulkan kebingungan terhadap pembayaran royalti. Lembaga Manajemen Kolektif 

Nasional (LMKN) disarankan untuk melakukan perincian apa saja yang harus dibayarkan 

terhadap royalti untuk bioskop yang ditetapkan dalam Keputusan LMKN Royalti Bioskop. 



51 
 

Mengenai pembayaran royalti tersebut harus dilakukan adanya perubahan yang signifikan, 

sehingga dalam penagihannya tidak terjadinya pembayaran royalti secara ganda yang dimana 

dapat merugikan pihak pengusaha bioskop. 
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